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KBRI di Singapura
Serahkan Proses
Ratifikasi Ekstradisi

KEDUTAAN Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Singapura
menyerahkan proses politik
ratifikasi perjanjian ekstradisi
antara Indonesia dan Singa-
pura ke DPR RI. Dubes RI un-
tuk Singapura Suryopratomo
menjelaskan isi perjanjian yang
ditandatangani pada Selasa
(25/1) itu sebenarnya sama saja
dengan 2007. Bedanya asas
retroaktif atau berlaku surut
dariyang sebelumnya 15 tahun
disesuaikan menjadi 18 tahun.

“Bagaimana kemudian pro-
sesnya? Seperti biasa, kembali
lagi ke DPR, sejauh mana DPR
mau kemudian kali ini merati-
fikasi,” katanya, kemarin.

Menurut pria yang akrab
disapa Tommy itu, tidak dirati-
fikasinya perjanjian ekstradisi
pada 2007 disebabkan lemah-
nya dukungan parlemen ter-
hadap pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Oleh karena itu, parlemen saat
itu menolak meratifikasinya.
“Kalau kali ini, seharusnya
karena pemerintah didukung
sama parlemen yang kuat,
seharusnya, logikanya, parle-
mennya akan mendukung,”
ujar Tommy.

Sebelum adanya perjanjian
ekstradisi, Indonesia telah me-
miliki perjanjian bantuan hu-
kum timbal balik dalam ma-
salah pidana atau mutual legal
assistance (MLA) in criminal
matters dengan Singapura. Me-
lalui perjanjian itu, persoalan
hukum di antara kedua negara
bisa terselesaikan.

Dalam beberapa waktu ter-
akhir, Tommy menilai Singa-
pura akomodatif dalam me-
menuhi kebutuhan Indonesia
terkait dengan pemulangan
buron. Pada Juni 2021, misal-

nya, terpidana kasus korupsi
dan pembalakan liar Adelin Lis
dapat direpatriasi ke Indone-
sia untuk menjalani eksekusi.
“Sekarang dengan extradi-
tion treaty ini, kan, kita punya
payung hukum di antara kedua
negaranya lebih kuat,” terang
Tommy.

Kendati demikian, ia menje-
laskan proses ekstradisi hanya
bisa dilaksanakan jika perkara
buron tersebut telah memiliki
kekuatan hukum tetap atau
inkrah.

“Basisnya adalah untuk me-
lakukan ekstradisi pada orang-
orang yang terbukti melakukan
korupsi, pencucian uang, dan
terorisme. Kalau itu sudah
terpenuhi dan ada kekuatan
hukum yang tetap, penegak hu-
kumkita tinggal berkirim surat
ke Singapura,” jelas Tommy.
“Untuk meminta si A, siB, siC,
terlibat dalam kasus korupsi,
pencucian uang, atau teroris-
me, dan minta dikembalikan
ke Indonesia.”

Sebelumnya pada Kamis
(27/1), Jaksa Agung Muda Bi-
dang Tindak Pidana Khusus
(JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung
Febrie Adriansyah menyebut
ada 247 orang yang masuk
daftar pencarian orang (DPO)
bidang pidsus. Namun, ia ti-
dak bisa memastikan berapa
banyak jumlah buron yang
bersembunyi di Singapura.

Direktur Upaya Hukum Ek-
sekusidan Eksaminasi (Uheksi)
JAM-Pidsus Kejagung Andi Her-
man mengatakan perjanjian
ekstradisi dengan Singapura
bisa mempermudah peram-
pasan aset terpidana kasus
korupsi, seperti skandal di PT
Asuransi Jiwaraya dan PT ASA-
BRI. (Tri/P-1)



